BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan,
oleh karena itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas
hukum. Masalah hubungan hukum dan masyarakat sekarang ini mulai banyak
dibicarakan didalam masyarakat, karena hukum merupakan salah satu kebutuhan
dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada di dunia ini. Interaksi sosial
sesama manusia itu adakalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga
satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak
lain itu melaksanakan kewajibannya.

Oleh karenanya, meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi
kepentingan-kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki
selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian
hukum sebagai instrumen sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai
kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik. Dalam kehidupan,
tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memenuhi berbagai
kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan, maupun
kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah. Dalam pengertian
yuridis, tanah adalah permukaan bumi (pasal 4 ayat (1) UUPA).

Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan

bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Semua hak atas
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tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau instansi
yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya
dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadinya
kerusakan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi
kesejahteraan rakyat.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang
disediakan oleh UUPA, yaitu untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan dan
dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaanya
terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Dengan demikian maka
yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian
tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber
pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh
bumi yang ada dibawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya. Dengan
demikian, hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang
mempunyai hak untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang
dimilikinya.?

Dalam pengukuran yang dilakukan oleh badan pertanahan satuan yang
digunakan untuk menghitung baik panjang, lebar maupun luas suatu tanah atau
bangunan tersebut menggunakan satuan ukuran (m?), hal tersebut berbeda dengan
yang ada dipedesaan yaitu menggunakan satuan (Ru). Namun selain itu di
pedesaan ada pula hukum konvensional yang berlaku dalam pengukuran tanah di

Indonesia. Seperti yang dilakukan dalam pengukuran ulang oleh BPN jika akan
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dilakukan jual beli/pemecahan/penggabungan sertifikat, jika terdapat selisih luas
antara luas yang sudah tercantum di sertifikat dibandingkan dengan pengukuran
ulang di lapangan yang terbaru, jika terdapat selisih di bawah 5% luasannya
dianggap “sama” namun jika lebih dari 5% baik menyusut atau bertambah akan
dilakukan perubahan luasan yang akan dicantumkan di sertifikat. Jika
tanah/bangunan lebih luas dari toleransi 5% maka akan dikenakan tambahan pajak
sebesar BPHTB x luas yg terjadi. Hal tersebut di atas pada umumnya terjadi pada
tanah yang masih luas seperti sawah, tegalan, kebun dan sebagainya, di mana
biasanya patok yang digunakan belum tentu patok beton standar BPN. Terkadang
bentuk patok hanya berwujud tonggak kayu yang gampang lapuk dan hilang,
pohon maupun rumpun bambu titiknya mudah bergeser oleh erosi. Hal ini lazim
terjadi di tanah tepi sungai/pantai, tanaman rambat atau pagar bambu dan yang
lebih parah ditemui di area persawahan karena batasnya hanya berbentuk
galengan/pematang sawah. Sawah setiap kali musim panen selalu dicangkuli
sehingga batas yang berupa pematang sering kali bergeser.®

Dalam kasus yang terjadi di Desa Tawangrejo, Wonodadi, Blitar terdapat
perbedaan antara standar baku yang digunakan sebelum UUPA Nomor 05 Tahun
1960 dan sesudahnya. Karena pada saat sebelum disahkannya UUPA masyarakat
terbiasa dengan ukuran tanah menggunakan satuan Ru. Pembuatan standar ukuran
ini tidak sesuai dengan standar BPN yang sekarang yaitu dengan standar ukuran
m?. Pada zaman dahulu dalam pembuatan batas tanah juga tidak sesuai dengan

standar dari BPN yaitu dengan patok beton, kadang kala hanya berupa tongkat
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kayu yang mudah lapuk dan hilang, pohon atau rumpun bambu yang mudah
berubah titiknya, tergerus erosi biasanya di tanah tepi sungai atau pantai, pagar
bambu atau tanaman rambat dan yang lebih parah biasanya sering ditemui diarea
persawahan karena batasnya hanya berupa galengan atau pematang sawah yang
setiap kali musim panen selalu dicangkul-cangkul sehingga pasti bergeser-geser
kasana kemari batas berupa pematangnya. Oleh karena berubahnya standar baku
yang digunakan dalam luas tanah telah berubah dan juga bergesernya batas tanah
tersebut telah menyebabkan terjadinya konflik dalam pengukuran sesuai standar.
B. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah dan judul yang penulis kemukakan
di atas maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai
berikut :

1. Bagaimana Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 19977

3. Bagaimana Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian
Bertolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah :



1.

Untuk Mengetahui Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa
Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Untuk Mengetahui Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa
Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Perspektif
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Untuk Mengetahui Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa
Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Hukum

Islam.

D. Kegunaan Penelitian

a)

b)

Bagi Kampus

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu
hukum pada umumnya, dan pengembangan teori hukum positif dan
hukum Islam terkait dangan proses peradilan perdata yang menyangkut
tentang sengketa tanah.
Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat
khususnya masyarakat yang memiliki konflik dengan perbedaan
standar baku dan pergeseran tanah.
Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang penyelesaian tanah

sengketa tentang standar baku dan pergeseran tanah.



E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari
kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam skripsi ini,
maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu :

Konflik berasal dari kata Kkerja Latin configere yang berarti saling
memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara
dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha
menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak
berdaya.

F. Sistematika Penulisan

BAB | : Pendahuluan

Dalam bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah mengenai
koflik persengketaan tanah, perumusan masalah yang bertujuan mengarahkan isi
agar jelas dan menjadi pedoman peneliti untuk menganalisa data dalam
pembahasan, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan obyektif dan subyektif,
manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, metode penelitian yang atas jenis
penelitian, sifat, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB Il : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas
tinjauan umum tentang sengketa hukum atas tanah, pengertian tanah, pengertian
undang-undang pokok agraria, hak-hak atas tanah, pengertian sengketa hukum

atas tanah, tipologi sengketa pertanahan, tinjauan umum tentang Badan



Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pertanahan, pengertian BPN dan Kantor
Pertanahan, tugas pokok dan fungsi dari BPN dan Kantor Pertanahan.

BAB 111 : Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang
dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk
mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab
permasalahan dengan teliti dan benar. Metode penelitian adalah suatu cara yang
digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman untuk
memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian
yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV : Paparan data/Temuan Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, yang merupakan
bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas menguraikan
dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi :Bagaimana
pengukuran tanah sebelum dan sesudah UUPA dalam suatu sengketa tanah dan
penyelesaian sengketa dengan menimbang standar baku yang digunakan menurut
UUPA.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu simpulan dan saran.



